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Perlindungan terhadap karya seni rupa digital sebagai ciptaan yang 

dilindungi hak cipta pada dasarnya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 10 Undang-

Undang Hak Cipta yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pengelola 

tempat perdagangan tidak hanya mencakup tempat perdagangan 

konvensional, tetapi juga platform perdagangan elektronik berbasis 

User Generated Content (UGC), sehingga platform digital pada 

prinsipnya memiliki kewajiban untuk mencegah dan menangani 

peredaran barang yang melanggar hak cipta dalam sistem yang 

dikelolanya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan 

komersialisasi tanpa izin terhadap karya seni rupa digital yang 

dilakukan oleh pengguna marketplace, sehingga berpotensi 

merugikan pencipta secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis praktik komersialisasi tanpa izin terhadap karya seni 

rupa digital pada platform Shopee serta mengkaji tanggung jawab 

platform UGC terhadap pelanggaran tersebut berdasarkan doktrin 

safe harbor. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner 

kepada 20 pencipta karya seni rupa digital yang pernah menemukan 

karyanya digunakan tanpa izin pada platform Shopee, serta didukung 

wawancara dengan customer service Shopee. Seluruh data dianalisis 

secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden, 18 

responden menemukan karyanya digunakan tanpa izin dalam bentuk 

produk komersial, sedangkan 2 responden menemukan karyanya 

digunakan untuk kepentingan promosi dan iklan. Sebanyak 17 

responden pernah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Shopee, 

namun sebagian besar menilai sistem pelaporan masih kurang efektif 

karena laporan sering tidak ditindaklanjuti, memerlukan waktu 

penanganan yang lama, atau produk yang telah dihapus kembali 

muncul di platform. Berdasarkan analisis doktrin safe harbor, Shopee 

pada dasarnya telah memenuhi kewajiban menyediakan mekanisme 

pelaporan pelanggaran hak cipta, tetapi belum sepenuhnya 

memenuhi kewajiban melakukan penanganan secara cepat dan 

efektif terhadap laporan yang diajukan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya seni rupa digital 

pada platform Shopee masih belum terlaksana secara optimal 

sehingga diperlukan peningkatan pengawasan serta efektivitas 

penanganan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik yang 

dikelolanya. 

on Shopee, supported by an interview with a Shopee customer service 

representative. The collected data were analyzed qualitatively using 

a deductive approach. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

lahirnya berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat menciptakan, 

mendistribusikan, dan mengomersialkan konten secara aktif. Fenomena ini 

melahirkan konsep User Generated Content (UGC), yaitu konten yang dihasilkan 

oleh pengguna platform, termasuk ilustrasi digital, desain grafis, dan karya seni 

visual (Atmoko, 2023). Platform berbasis UGC kini tidak hanya menjadi sarana 

transaksi barang fisik, tetapi juga medium utama perdagangan karya seni rupa 

digital yang bernilai ekonomi tinggi. 

Karya seni rupa digital sebagai ciptaan di bidang seni memperoleh 

perlindungan hukum melalui rezim hak cipta (Yuswar, dkk., 2023). Hak cipta 

merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan 

tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk hak 

mengizinkan atau melarang komersialisasi karyanya oleh pihak lain, namun dalam 

praktik di ruang digital perlindungan ini sering tidak berjalan efektif. 

Perkembangan hukum hak cipta di Indonesia berubah signifikan setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 memperluas makna 

Pasal 10 UUHC. Pasal tersebut tidak lagi hanya berlaku bagi pengelola tempat 

perdagangan fisik, tetapi juga pengelola layanan digital berbasis UGC, sehingga 

tempat perdagangan digital dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan 

karya hasil pelanggaran hak cipta pada layanan yang dikelolanya. 

Persoalan muncul karena tempat perdagangan digital kerap menempatkan diri 

sebagai perantara pasif yang hanya menyediakan sarana teknologi (Damian, 2005), 

sehingga tidak merasa bertanggung jawab atas konten yang diperdagangkan 

penggunanya. Sikap ini kerap didasarkan pada doktrin safe harbor, yaitu prinsip 

yang membatasi tanggung jawab penyedia layanan digital atas konten ilegal yang 

diunggah pengguna, sepanjang memenuhi syarat tertentu. Di Indonesia, doktrin ini 

tercermin dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 

2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 

5/2020). Namun, penerapannya menjadi problematis ketika dikaitkan dengan 

komersialisasi karya seni rupa digital tanpa izin, mengingat platform turut 

memperoleh keuntungan ekonomi dari setiap transaksi yang berlangsung dalam 

sistemnya (Zulfah, dkk., 2025). 

Salah satu permasalahan yang menonjol adalah maraknya komersialisasi 

karya seni rupa digital tanpa izin pencipta di UGC (Pieter, dkk., 2024). Kasus 

konkret ditemukan pada karya milik pengguna X (sebelumnya Twitter) dengan 

akun @mintyteah, berupa ilustrasi karakter fan art yang diunggah tanpa pernyataan 

izin komersial apa pun. Karya tersebut kemudian ditemukan dikomersialkan oleh 

toko Hiroshi Anime Store di Shopee dalam bentuk gantungan kunci, lengkap 
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dengan narasi seolah-olah toko tersebut berhak atas karya itu. Pencipta melaporkan 

pelanggaran ini kepada Shopee pada 11 Desember 2025, namun hingga penelitian 

ini dilakukan pada 6 Januari 2026, laporan belum memperoleh tindak lanjut yang 

jelas dan produk masih dapat diakses pada platform. 

Kasus serupa dialami pencipta dengan nama toko @Noredji Morien, yang 

karyanya kembali dikomersialkan tanpa izin meskipun telah dijual sah di toko 

pribadinya sendiri pada platform yang sama. Berbeda dari kasus sebelumnya, 

penyelesaian di sini terjadi melalui komunikasi langsung antarpengguna—penjual 

@segitigasticker menghentikan penjualan setelah dihubungi langsung oleh pemilik 

karya—tanpa keterlibatan formal dari platform. Kedua kasus ini menegaskan 

bahwa perlindungan karya seni rupa digital di platform sering bergantung pada 

inisiatif mandiri pencipta, sementara mekanisme internal platform belum 

sepenuhnya menjadi sarana utama penindakan pelanggaran. 

Padahal secara normatif, Shopee telah menetapkan kebijakan yang melarang 

penjualan produk hasil pelanggaran HKI serta menyediakan mekanisme pelaporan 

pelanggaran, termasuk kewenangan menghapus konten dan menonaktifkan akun 

pelanggar. Persoalannya bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada 

efektivitas implementasi dan konsistensi penegakannya. Tingginya jumlah 

pengguna internet di Indonesia turut memperbesar potensi pelanggaran hak cipta di 

ruang digital, mengingat platform UGC dengan jutaan pengguna aktif menjadi 

sarana efektif bagi peredaran karya, baik yang legal maupun ilegal (Afif & 

Marsitiningsih, 2025). 

Penelitian terdahulu oleh Reynardo (2024) mengkaji tanggung jawab 

penyedia platform video game berbasis UGC atas pelanggaran merek yang 

dilakukan penggunanya, dengan fokus pada rezim hukum merek. Penelitian ini 

berbeda baik dari segi objek kajian—karya seni rupa digital sebagai objek hak cipta, 

bukan pelanggaran merek—maupun pendekatan, yaitu menelaah batas tanggung 

jawab platform berdasarkan doktrin safe harbor dalam kerangka hak ekonomi dan 

hak moral pencipta menurut UUHC. 

Untuk menganalisis tanggung jawab tersebut, penelitian ini menggunakan 

dua kerangka analisis. Pertama, Teori Risiko (Risk Theory), yang menyatakan 

bahwa setiap karya intelektual pada hakikatnya mengandung risiko 

penyalahgunaan oleh pihak lain, sehingga pihak yang menciptakan atau 

mengendalikan risiko harus turut bertanggung jawab mengelolanya (Ambadar, 

2026). Robert M. Sherwood merumuskan teori risiko sebagai salah satu dari lima 

teori pembenaran perlindungan kekayaan intelektual (selain reward, recovery, 

insentif, dan pertumbuhan ekonomi), yang berkaitan dengan konsep tanggung 

jawab objektif (strict liability)—aktivitas berisiko tinggi mewajibkan pelakunya 

bertanggung jawab atas kerugian meski tanpa kelalaian eksplisit (Nizwana & 

Rahdiansyah, 2019). Dalam praktik e-commerce, apabila suatu platform 

mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi berisiko, platform tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul meski tidak terbukti 

adanya kesalahan langsung dari pengelolanya (Riswandi & Syamsudin, 2016). 

Kedua, doktrin safe harbor, yang membatasi tanggung jawab platform digital 

atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan penggunanya, sepanjang platform telah 

mengimplementasikan langkah pencegahan dan penanganan berupa: (a) notice and 

takedown; (b) prompt action; (c) no knowledge of infringement; dan (d) repeat 
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infringer policy (Ramadhanty, dkk., 2020). Dalam hukum Indonesia, mekanisme 

ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Permenkominfo 

5/2020, yang masing-masing mengatur tahap notice dan tahap takedown, sehingga 

menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara implisit telah mengadopsi 

mekanisme tersebut sebagai syarat penerapan safe harbor, di mana kelalaian 

melakukan takedown dapat menghilangkan perlindungan pembatasan tanggung 

jawab (Arafah, 2025). 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah 

bagaimana praktik komersialisasi tanpa izin terhadap karya seni rupa digital pada 

platform Shopee dan bagaimana tanggung jawab Shopee terhadap komersialisasi 

tanpa izin tersebut berdasarkan doktrin safe harbor. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis praktik komersialisasi tanpa izin terhadap karya seni rupa digital pada 

platform Shopee serta mengkaji tanggung jawab Shopee terhadap pelanggaran 

tersebut berdasarkan doktrin safe harbor. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris), 

yaitu penelitian yang mengkaji berlakunya kaidah hukum normatif secara langsung 

pada praktik yang berlangsung di masyarakat (Muhammad, 2004; Nurhaini, 2018). 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yang 

bertujuan mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya terhadap 

kasus komersialisasi tanpa izin karya seni rupa digital pada platform Shopee 

sebagai lokasi penelitian. 

Populasi penelitian bersifat tidak terbatas (infinite population), yaitu pencipta 

karya seni rupa digital yang karyanya dikomersialkan tanpa izin melalui UGC di 

Indonesia serta platform UGC yang digunakan sebagai sarana komersialisasi 

tersebut. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling (Asrulla, 

dkk., 2023) terhadap dua kelompok, yaitu: (1) pencipta atau pemilik karya seni rupa 

digital yang karyanya digunakan tanpa izin pada UGC, baik yang telah maupun 

belum pernah melaporkan pelanggaran tersebut, sejumlah 20 orang; dan (2) pihak 

platform UGC yang digunakan sebagai sarana komersialisasi, yaitu Shopee. 

Data primer diperoleh melalui wawancara nonstruktur (Fadhallah, 2021) dan 

penyebaran kuesioner tertutup (Abubakar, 2021) kepada 20 pencipta karya seni 

rupa digital, serta wawancara dengan customer service Shopee. Data sekunder 

diperoleh melalui kajian kepustakaan (Djulaeka & Rahayu, 2019) atas bahan 

hukum primer yang bersifat otoritatif (Marzuki, 2006) berupa Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUHC, Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 

Permenkominfo 5/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-

XXI/2023, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 

2016, dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA); bahan hukum sekunder 

berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Ibrahim, 2008); 

serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Suteki & Taufani, 2018). 

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, yang menekankan pada proses dan pemaknaan terhadap fenomena yang 

diteliti dengan menjadikan landasan teori sebagai pedoman analisis (Wekke, 2019), 

menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menelaah prinsip umum yang telah 
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dipahami untuk kemudian dikaitkan dengan kondisi khusus dan ditarik suatu 

kesimpulan (Izhar, 2016). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Praktik Komersialisasi Tanpa Izin terhadap Karya Seni Rupa Digital pada 

Platform Shopee 

 

Shopee merupakan platform perdagangan elektronik berbasis UGC terbesar 

di Asia Tenggara yang didirikan oleh Forrest Li di bawah naungan SEA Group 

sejak tahun 2015 (Kumparan, 2026), dengan Gross Merchandise Value lebih dari 

USD 35 miliar pada tahun 2020 (Replika.id, 2026). Berdasarkan survei Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, Shopee menjadi 

platform yang paling sering diakses masyarakat Indonesia dengan persentase 

53,22% dari 8.700 responden di 38 provinsi (Databoks, 2025), meskipun pada tahun 

2026 persentase tersebut menurun menjadi 47,5% (Teknologi.bisnis.com, 2026). 

Skala pengguna yang besar ini menjadikan aktivitas perdagangan dan konten dalam 

platform berpotensi menjangkau masyarakat secara luas, sekaligus memperbesar 

risiko peredaran produk yang melanggar hak cipta. 

Pasal 40 ayat (1) UUHC menegaskan bahwa karya seni rupa dalam segala 

bentuk—termasuk karya seni digital yang dibuat melalui program komputer seperti 

Adobe Photoshop atau CorelDraw—dilindungi sebagai ciptaan (Gunawati, dkk., 

2025). Mengingat hak cipta menganut prinsip deklaratif, perlindungan melekat 

sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bergantung pada pencatatan 

(Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (2) UUHC), sehingga pembuktian kepemilikan 

karya dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan unggahan asli pada 

akun pencipta dengan karya yang digunakan pihak lain pada platform Shopee. 

Hasil kuesioner terhadap 20 pencipta karya seni rupa digital menunjukkan 

bahwa 18 responden (90%) menemukan karyanya digunakan sebagai produk 

komersial seperti stiker, kaos, gantungan kunci, dan bantal, sedangkan 2 responden 

(10%) menemukan karyanya digunakan untuk kepentingan promosi dan iklan. 

Ringkasan temuan pada kategori penggunaan sebagai produk komersial disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Frekuensi, Pelaporan, dan Efektivitas Penanganan Penggunaan 

Karya Tanpa Izin 

Kategori Produk Komersial (n=18) 

Indikator Kategori n % 

Frekuensi penggunaan 

tanpa izin 

1 kali 4 22,2% 

2–5 kali 11 61,1% 

> 5 kali 3 16,7% 

Tindakan pelaporan 

kepada Shopee 

Pernah melapor 16 88,9% 

Tidak pernah melapor 2 11,1% 

Respons Shopee atas 

laporan 

Ditindaklanjuti dengan cepat 0 0% 

Ditindaklanjuti, waktu lama 6 33,3% 

Ditindaklanjuti, produk 

muncul kembali 
1 5,6% 

Tidak ditindaklanjuti 9 50,0% 
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Penilaian efektivitas 

sistem pelaporan 

Cukup efektif 3 16,7% 

Kurang efektif 5 27,8% 

Tidak efektif 8 44,4% 

Sumber: Data primer (kuesioner dan wawancara), diolah 2026. 

 

Data tersebut diperkuat hasil wawancara. Noremori (@noremori merch) 

menyatakan karyanya digunakan tanpa izin oleh toko @daf clo dan @jibranime 

dalam berbagai produk berbeda—amplop, gantungan kunci, dan boneka mini—

tanpa permintaan izin maupun kompensasi (Wawancara Noremori, 2026). Minty 

(@mintyteah) mengalami hal serupa oleh toko @Yodivers_ (Wawancara Minty, 

2026). Kedua kesaksian ini menegaskan bahwa pelanggaran tidak bersifat 

insidental, melainkan berulang dan menyasar berbagai jenis produk dari karya yang 

sama, sejalan dengan temuan bahwa sebagian besar responden mengalami 

penggunaan tanpa izin lebih dari satu kali. 

Dari sisi penanganan, tidak satu pun responden menilai laporannya 

ditindaklanjuti dengan cepat, sementara separuh responden (50%) menyatakan 

laporannya tidak memperoleh tindak lanjut sama sekali. Blue (@illbllu_prince) 

melaporkan pelanggaran namun baru memperoleh respons setelah lima bulan dan 

setelah dirinya melakukan follow up secara mandiri kepada customer service 

Shopee (Wawancara Blue, 2026), kondisi yang tidak sejalan dengan keterangan 

customer service Shopee yang menyebut estimasi waktu penanganan maksimal 

lima hari (Wawancara Customer Service Shopee, 2026). Xavier (@infinitelinesx) 

bahkan memilih menghubungi langsung pihak pelanggar setelah laporannya kepada 

platform tidak memperoleh kejelasan (Wawancara Xavier, 2026). Rangkaian 

pengalaman ini menjelaskan mengapa mayoritas responden (72,2%) menilai sistem 

pelaporan Shopee kurang efektif hingga tidak efektif—keberadaan sarana 

pelaporan pada dasarnya belum cukup apabila tidak disertai penanganan yang 

cepat, konsisten, dan efektif (Purwaningsih, 2015). 

Selain sebagai produk komersial, dua responden (Meganana dan Grissella) 

menemukan karyanya digunakan tanpa izin untuk materi promosi dan iklan. 

Berbeda dari penggunaan sebagai produk, penggunaan ini memanfaatkan karya 

visual guna mendukung pemasaran dan menarik perhatian konsumen (Simatupang, 

K.M., 2021), yakni bentuk pemanfaatan nilai ekonomi karya yang tetap tunduk 

pada hak eksklusif pencipta untuk menggandakan dan mengumumkan ciptaannya 

menurut Pasal 9 ayat (1) UUHC (Mahayoni & Dharmawan, 2021). Meganana 

memilih tidak melapor, sedangkan laporan Grissella ditindaklanjuti namun produk 

yang telah dihapus kembali muncul di platform, menegaskan bahwa efektivitas 

perlindungan tidak semata ditentukan oleh tersedianya sarana pelaporan, tetapi juga 

oleh kemampuan platform mencegah terulangnya pelanggaran yang sama (Sukarsa 

& Dwijayanthi, 2025). 

B. Tanggung Jawab Shopee terhadap Komersialisasi Tanpa Izin 

Berdasarkan Doktrin Safe Harbor 

Pasal 9 ayat (1) UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk 

memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan Pasal 9 ayat (3) 

melarang penggandaan atau penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin. 

Dengan demikian, penggunaan karya seni rupa digital sebagai gambar produk 

maupun sarana promosi tanpa persetujuan pencipta bertentangan dengan UUHC 
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(Sanjaya & Laksana, 2026). Lebih lanjut, Pasal 10 UUHC melarang pengelola 

tempat perdagangan membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil 

pelanggaran hak cipta di tempat yang dikelolanya, ketentuan yang semula dipahami 

dalam konteks perdagangan konvensional, namun diperluas maknanya melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 sehingga turut 

mencakup platform layanan digital berbasis UGC (Rindi, 2025). Sejak putusan 

tersebut, Shopee tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perantara pasif yang 

tidak terkait dengan aktivitas perdagangan dalam platformnya. Kelalaian atas 

kewajiban ini bahkan diancam pidana denda hingga Rp100.000.000,00 menurut 

Pasal 114 UUHC, di samping kewenangan pengawasan dan penutupan konten oleh 

Menteri berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 UUHC (Diza, 2022). 

Dikaitkan dengan Teori Risiko, pihak yang menciptakan, mengendalikan, 

atau memperoleh manfaat dari suatu aktivitas berisiko harus turut bertanggung 

jawab atas risiko yang timbul (Sudaryat, dkk., 2010). Shopee menyediakan dan 

mengendalikan sistem elektronik yang memungkinkan pengguna mengunggah 

gambar, melakukan promosi, dan bertransaksi tanpa verifikasi kepemilikan hak 

cipta terlebih dahulu, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari setiap transaksi 

yang berlangsung di dalamnya (Toffeedev.com, 2026). Semakin besar jumlah 

pengguna dan transaksi, semakin besar pula risiko pelanggaran hak cipta yang 

muncul (Riswandi, 2019). Oleh karena itu, tanggung jawab Shopee bukan lahir 

karena Shopee secara langsung melakukan pelanggaran, melainkan karena 

posisinya sebagai pihak yang menyediakan, mengendalikan, dan memperoleh 

manfaat dari sistem yang berpotensi menimbulkan pelanggaran tersebut. 

Secara normatif, Shopee telah mengantisipasi risiko ini melalui Syarat 

Layanan yang melarang pengguna mengunggah konten yang melanggar HKI pihak 

lain serta memberikan kewenangan kepada platform untuk menghapus produk dan 

menindak akun pelanggar (Syarat Layanan Shopee Indonesia, 2026). Namun, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum 

berjalan optimal—separuh responden menyatakan laporannya tidak memperoleh 

tindak lanjut, dan produk yang menggunakan karya tanpa izin masih dapat diakses 

hingga penelitian ini dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban 

mencegah peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana Pasal 10 

UUHC belum sepenuhnya terlaksana (Djamaludin & Fuad, 2024), meskipun 

Shopee telah memiliki kebijakan dan mekanisme penghapusan konten. 

Penilaian akhir mengenai tanggung jawab Shopee memerlukan pengujian 

terhadap empat syarat doktrin safe harbor (Ramadhanty, dkk., 2020; Hermawan & 

Pramana, 2022). Pertama, notice and takedown—Shopee telah memenuhi syarat ini 

melalui sarana pelaporan pelanggaran HKI, terbukti dari 16 dari 18 responden 

kategori produk komersial pernah mengajukan laporan, dan laporan dapat diajukan 

tidak hanya oleh pemilik hak cipta tetapi juga pihak lain yang menemukan dugaan 

pelanggaran (Ersella & Nurhayani, 2025). Kedua, prompt action—syarat ini belum 

terpenuhi karena tidak ada satu pun laporan yang ditindaklanjuti dengan cepat, 

bahkan kasus Blue memerlukan waktu penanganan hingga lima bulan, jauh 

melampaui estimasi lima hari yang disampaikan pihak Shopee sendiri. Ketiga, no 

knowledge of infringement—sebelum adanya laporan dari pencipta, tidak terdapat 

bukti bahwa Shopee mengetahui status kepemilikan karya yang digunakan 

merchant; namun begitu laporan diterima, platform tidak lagi berada pada posisi 
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tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran. Keempat, repeat infringer policy—

Shopee secara normatif telah mengatur larangan dan sanksi bagi pelanggar, namun 

kasus toko @jibranime yang menggunakan karya Noremori pada tiga produk 

berbeda dan tetap dapat diakses hingga penelitian dilakukan menunjukkan bahwa 

penerapan kebijakan ini terhadap pelanggar berulang belum berjalan efektif 

(Maharani, 2018). 

Dengan demikian, Shopee telah memenuhi syarat pertama doktrin safe 

harbor, namun belum sepenuhnya memenuhi tiga syarat lainnya, khususnya prompt 

action dan repeat infringer policy. Doktrin safe harbor pada dasarnya dibangun 

untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kepastian 

hukum agar platform tidak dibebani tanggung jawab mutlak atas jutaan konten yang 

diunggah setiap hari (Miquel Paguera, 2011), namun perlindungan tersebut tidak 

diberikan secara otomatis dan bergantung pada pemenuhan seluruh syarat yang 

menunjukkan upaya wajar platform dalam mencegah dan menangani pelanggaran 

(Ramadhani, dkk., 2026). Oleh karena itu, berdasarkan doktrin safe harbor, 

tanggung jawab atas peredaran karya seni rupa digital yang dikomersialkan tanpa 

izin dalam platform Shopee tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pengguna, 

melainkan tetap melekat pada Shopee sepanjang kewajiban prompt action dan 

pengendalian pelanggar berulang belum dilaksanakan secara optimal. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. 

Pertama, praktik komersialisasi tanpa izin terhadap karya seni rupa digital pada 

platform Shopee paling banyak ditemukan dalam bentuk penggunaan karya untuk 

diperjualbelikan kembali sebagai produk komersial (90% responden), sedangkan 

sisanya digunakan untuk kepentingan promosi dan iklan (10% responden). Shopee 

telah menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta, namun dalam 

praktiknya sistem tersebut belum berjalan efektif karena separuh laporan tidak 

memperoleh tindak lanjut, sebagian memerlukan waktu penanganan yang lama, dan 

sebagian produk yang telah dihapus kembali muncul di platform. 

Kedua, tanggung jawab Shopee terhadap komersialisasi tanpa izin 

berdasarkan doktrin safe harbor adalah mencegah dan menangani peredaran produk 

yang melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC dan Permenkominfo 

5/2020, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-

XXI/2023. Shopee telah memenuhi syarat notice and takedown melalui sarana 

pelaporan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat prompt action dan repeat 

infringer policy, sehingga belum memenuhi keseluruhan syarat perlindungan safe 

harbor. Berdasarkan Teori Risiko, Shopee sebagai pihak yang mengelola sistem dan 

memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas perdagangan dalam platformnya 

memikul kewajiban menanggung risiko hukum yang timbul akibat kegagalan 

pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga tanggung jawab atas 

pelanggaran yang terjadi tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada pengguna. 

 

SARAN 

Kepada Shopee, disarankan untuk memperkuat sistem perlindungan hak 

cipta dengan memperjelas persyaratan dan dokumen bukti yang diperlukan dalam 

pengajuan laporan, mempercepat proses penanganan, serta memberikan 
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transparansi status dan alasan penolakan laporan kepada pelapor. Shopee juga perlu 

menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap pelanggar berulang serta 

meningkatkan pengawasan terhadap produk yang diduga menggunakan karya seni 

rupa digital tanpa izin guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta secara 

berulang. 

Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara platform User 

Generated Content dalam menjalankan kewajiban perlindungan hak cipta sesuai 

Permenkominfo 5/2020, memberikan penegasan mengenai standar penanganan 

laporan pelanggaran hak cipta, serta menerapkan sanksi administratif secara tegas 

terhadap platform yang tidak menjalankan kewajiban penanganan pelanggaran hak 

cipta secara optimal. 
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